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Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam
menjaga profesionalitas birokrasi dan kualitas demokrasi, khususnya pada
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Penelitian ini bertujuan untuk
memaparkan peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan
menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN pada masa kampanye Pilkada 2024
menggunakan teori pengawasan James H. Donnelly yang meliputi pengawasan
pendahuluan (preliminary control), pengawasan saat tahapan berlangsung
(concurrent control), dan pengawasan umpan balik (feedback control). Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan
data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan pengawasan secara
terstruktur melalui berbagai upaya pencegahan yaitu sosialisasi, surat imbauan,
pemetaan kerawanan, dan patroli pengawasan, serta penindakan melalui klarifikasi,
kajian, dan pemberian rekomendasi kepada instansi berwenang. Namun, efektivitas
pengawasan belum optimal sepenuhnya karena masih dihadapkan pada
keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan sosialisasi yang belum merata,
rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam
penjatuhan sanksi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pengawasan
netralitas ASN pada Pilkada 2024 telah berjalan cukup baik, tetapi masih
memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, strategi komunikasi publik, serta
koordinasi lintas instansi agar pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan
berkelanjutan.
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ABSTRACT

THE ROLE OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY (BAWASLU) OF
BANDAR LAMPUNG CITY IN PREVENTING AND FOLLOWING UP ON
NEUTRALITY VIOLATIONS OF THE STATE CIVIL APPARATUS (ASN)

DURING THE 2024 REGIONAL ELECTION CAMPAIGN PERIOD
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Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) is a fundamental principle in
maintaining bureaucratic professionalism and the quality of democracy,
particularly during Regional Head Elections (Pilkada). This study aims to describe
the role of the Bandar Lampung City Election Supervisory Agency (Bawaslu) in
preventing and following up on violations of ASN neutrality during the 2024
Pilkada campaign period by applying James H. Donnelly’s supervision theory,
which includes preliminary control, concurrent control, and feedback control. This
research employs a descriptive qualitative method, with data collected through
interviews and literature review. The findings indicate that Bawaslu of Bandar
Lampung City has implemented structured supervision through various preventive
measures, including socialization activities, issuance of appeal letters,
vulnerability mapping, and supervisory patrols, as well as enforcement measures
through clarification, assessment, and the provision of recommendations to the
competent authorities. However, the effectiveness of supervision has not been fully
optimal due to limitations in human resources, uneven outreach of socialization
activities, low public participation, and the limited authority of Bawaslu in
imposing sanctions. The study concludes that supervision of ASN neutrality during
the 2024 Pilkada has been implemented fairly well, but further strengthening of
institutional capacity, public communication strategies, and inter-agency
coordination is required to ensure more effective and sustainable supervision.
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